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RINGKASAN 

Pada Tesis ini, penulis mengangkat permasalahan perlindungan hukum terhadap korban 

tindak pidana terkait dengan pembayaran ganti rugi oleh terdakwa melalui putusan 

pidana, dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa “Dalam putusan pengadilan dapat 

ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada 

Korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

66 ayat (1) huruf d”, sehingga kata “dapat” tersebut tentunya terdapat pilihan “ya” dan 

“tidak” sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam memberikan 

perlindungan hukum bagi Korban tindak pidana terkait dengan pembayaran ganti 

kerugian. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis mengangkat rumusan masalah yang pertama 

yaitu bagaimana kriteria perkara pidana yang Terdakwa dapat dijatuhi hukuman untuk 

membayar ganti rugi kepada korban tindak pidana dan rumusan masalah kedua yaitu 

bagaimana sinkronisasi peraturan mengenai pembayaran ganti rugi Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. 

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian normatif. Sifat 

penelitian preskriptif analisis, tipe penelitian yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum 

yang berkaitan dengan pembayaran ganti rugi korban oleh Terdakwa melalui putusan 

pidana, dengan pendekatan penelitian  Pendekatan perundang-undangan (statute 

approach), Pendekatan kasus (case approach), dan Pendekatan konsep (conceptual 

approach), penulis melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen 

(studi kepustakaan) dimana Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif. 

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas 

permasalahan yang ada bahwa Kriteria suatu tindak pidana yang terdakwa dapat 

dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada korban adalah tindak pidana yang 

mengakibatkan kerugian fisik, kerugian mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 

diderita oleh korban akibat perbuatan terdakwa yang mana sebaiknya dibuat suatu 

kebijakan hukum pidana yang mengatur mengenai kriteria perkara pidana apa saja yang 

terdakwanya dapat dijatuhi hukuman untuk membayar ganti rugi kepada korban tindak 

pidana agar dapat dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum. Dan kedua terdapat 

ketidaksinkronan dimana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan 

Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana membatasi perkara apa saja yang dapat 

diajukan permohonan restitusi yaitu perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi 

manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak 

pidana terkait anak dan perkara apa saja yang dapat diajukan kompensasi yaitu perkara 



 
 

tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme yang mana 

sebaiknya Mahkamah Agung merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2022 menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 agar terciptanya 

sinkornisasi mengenai pengaturan pembayaran ganti rugi kepada korban tindak pidana 

oleh terdakwa. 
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ABSTRAK 

Kata Kunci: perlindungan hukum, pidana ganti kerugian, korban  

Dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana mengatur bahwa “Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan 

kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Korban atau 

ahli waris sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) 

huruf d”, sehingga kata “dapat” tersebut tentunya terdapat pilihan “ya” dan “tidak” 

sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam memberikan perlindungan 

hukum bagi Korban tindak pidana terkait dengan pembayaran ganti kerugian. 

Tujuan Penelitian adalah menganalisis kriteria perkara pidana yang Terdakwa dapat 

dijatuhi hukuman untuk membayar ganti rugi kepada korban tindak pidana dan 

menganalisis sinkronisasi peraturan mengenai pembayaran ganti rugi Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. 

Menggunakan metode penelitian normatif, sifat penelitian preskriptif anallisis, tipe 

penelitian konflik norma, pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan 

kasus dan pendekatan konsep, dan analisis studi kepustakaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria suatu tindak pidana yang terdakwa dapat 

dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada korban adalah tindak pidana yang 

mengakibatkan kerugian fisik, kerugian mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 

diderita oleh korban akibat perbuatan terdakwa. Dan kedua terdapat ketidaksinkronan 

dimana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata 

Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada 

Korban Tindak Pidana membatasi perkara apa saja yang dapat diajukan permohonan 

restitusi yaitu perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, 

terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak dan 

perkara apa saja yang dapat diajukan kompensasi yaitu perkara tindak pidana 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme. 

Sebaiknya dibuat suatu kebijakan hukum pidana yang mengatur mengenai kriteria 

perkara pidana apa saja yang terdakwanya dapat dijatuhi hukuman untuk membayar 

ganti rugi kepada korban tindak pidana agar dapat dijadikan pedoman bagi aparat 

penegak hukum dan sebaiknya Mahkamah Agung merevisi Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2022 menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2023 agar terciptanya sinkornisasi mengenai pengaturan pembayaran ganti rugi kepada 

korban tindak pidana oleh terdakwa. 

 



 
 

SITORUS, FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN. 2023. Legal Protection for 

Victims of Criminal Acts Related to Compensation Payments by Defendants Through 

Criminal Decisions. Master of Law Program, faculty of Law, Postgraduate Program, 

Lambung Mangkurat University. Advisor I : Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum., and Advisor 

II: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., 100 Page. 

 

ABSTRACT 

Keywords: legal protection, criminal compensation, victim 

In Article 94 paragraph (1) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code it 

stipulates that "In a court decision it can be determined that the convict is obliged to 

carry out compensation payments to victims or heirs as an additional punishment as 

referred to in Article 66 paragraph (1) letter d", so that the word "can" certainly has a 

choice of "yes" and "no" so that it creates a legal uncertainty in providing legal 

protection for victims of criminal acts related to payment of compensation. 

The research objective is to analyze the criteria for criminal cases in which the accused 

can be sentenced to pay compensation to victims of criminal acts and to analyze the 

synchronization of regulations regarding the payment of compensation for Law 

Number 1 of 2023 and Supreme Court Regulation Number 1 of 2022. Using normative 

research methods, the nature analytical prescriptive research, norm conflict research 

type, statutory research approach, case approach and concept approach, and literature 

study analysis. 

The research results show that the criteria for a crime for which the defendant can be 

sentenced to pay compensation to the victim is a crime that results in physical harm, 

mental loss, and/or economic loss suffered by the victim as a result of the defendant's 

actions. And secondly, there is an asymmetry where based on Supreme Court 

Regulation Number 1 of 2022 concerning Procedures for Completing Applications and 

Granting Restitution and Compensation to Victims of Criminal Acts, it limits what cases 

can be submitted for restitution, namely cases of crimes against gross human rights 

violations, terrorism, trafficking people, racial and ethnic discrimination, crimes 

related to children and any cases that can be submitted for compensation, namely cases 

of gross violations of human rights and terrorism. 

It is better to make a criminal law policy that regulates the criteria for what criminal 

cases the defendant can be sentenced to pay compensation to victims of criminal acts 

so that it can be used as a guideline for law enforcement officials and it is best for the 

Supreme Court to revise Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 in accordance 

with the Law -Law Number 1 of 2023 to create synchronization regarding 

arrangements for paying compensation to victims of criminal acts by the defendant. 
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